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ABSTRAK 

 Latar belakang dari skripsi ini yaitu tentang akad jual beli pada sistem 

pembayaran term of payment (jangka waktu pembayaran) atau tempo. Salah 

satunya transaksi dalam praktik jual beli yang terjadi di Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre. Dalam praktiknya transaksi jual beli ini sudah sesuai, akan tetapi 

tidak terlaksana dengan baik yaitu tidak sesuainya tempo pembayaran. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik term of 

payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit 

YMC dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik term of 

payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit 

YMC. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik term 

of payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit 

YMC dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik 

term of payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah 

Sakit YMC.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 

analisis menggunakan pola berfikir induktif. Informan penelitian ini adalah 

supplier bahan material dan kepala prasarana Rumah Sakit YMC. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, dengan 

menggunakan sistem pembayaran term of payment mempermudahkan pihak 

Rumah Sakit YMC dalam melakukan transaksi dengan pernjanjian tempo 3 

sampai 7 hari. Namun, sistem pembayarannya belum sepenuhnya terlaksana 

dengan baik, di mana kepala prasarana tidak menjelaskan bahwa adanya sistem 

pembayaran dari Rumah Sakit YMC yaitu dilakukan 2 kali pembayaran yaitu 

tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi 

syariah tentang praktik term of payment dalam akad jual beli bahan material pada 

pembangunan Rumah Sakit YMC tersebut sah dan tidak dilarang, karena 

walaupun ada syarat akad dan jual beli tempo yang belum terpenuhi, akan tetapi 

sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dan jual beli tempo dalam hukum 

ekonomi syariah, yaitu adanya suka sama suka, saling percaya dan yang 

terpenting adanya ridha dari pihak supplier pada saat melakukan akad transaksi. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu   

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar 

 suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

(QS. An-Nisa (4): 29) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

  Sebagai langkah awal sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut dalam 

penulisan skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan 

maka penulis akan mendefinisikan dari beberapa istilah yang terdapat dalam 

skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Terhadap Praktik Term Of Payment dalam Jual Beli Bahan Material pada 

Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre 

Yukum Jaya Kecamaatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).” 

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:  

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah seluruh aktivitas perekonomian 

masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah, 

Ijma’, dan Qiyas yang mengarah pada lima kategori hukum yang tentunya 

sudah ada dalam syariah Islam. Kategori hukum ini adalah wajib, haram, 

makruh, sunnah, dan mubah.
1
 

2. Term Of Payment (pembayaran jangka waktu) adalah pembayaran jangka 

waktu atau yang dapat dikenal pembayaran dengan sistem tempo, yang 

dilakukan secara berjangka waktu.
2
  

 

                                                             
 1 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2018), 18. 

 2 Yusuf Abdul, “Term of Payment: Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Contoh,” 2020, 

https://deepublishstore.com/term-of-payment/. 
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3. Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara 

dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara 

sukarela, satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.
3
 

4. Bahan Material adalah bahan mentah yang belum diolah atau diolah 

sebelum digunakan, untuk proses pembuatan lebih lanjut, dan kemudian 

digunakan untuk kebutuhan masyarakat ataupun dunia usaha yang 

berkeinginan untuk membuat suatu bangunan.
4
 

5. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang 

diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi 

dan pengawasan kontruksi, baik merupakan pembangunan baru, perluasan 

bangunan gedung yang sudah ada, perawatan bangunan gedung, maupun 

lanjutan pembangunan bangunan gedung.
5
 

6. Rumah Sakit Yukum Medical Centre adalah rumah sakit umum milik 

swasta dan merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe C yang terletak 

di wilayah kabupaten Lampung Tengah.
6
 

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap praktik term of payment dalam akad jual beli bahan 

material pada pembangunan Rumah Sakit.  

                                                             
 3 Siti Choiriyah, Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru 

Madrasah Tsanawiyah (Surakarta: Centre For Devoloping Academic Quality (CDAQ) STAIN, 2009), 17-18. 

 4 Iwan Purnama et al., “Perancangan Sistem Informasi Data Bahan - Bahan Material UD.Sinar Baru 

Sigambal,” Journal Computer Science and Information Technology(JCoInT) 1, no. 1 (2020): 1–7, 
https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/JCoInT/article/view/2210. 

 5 Peraturan Perundang-undangan, “PP No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara,” n.d. 

 6 Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre  
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B. Latar Belakang Masalah 

 Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara 

dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara sukarela, 

satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.
7
 Jual Beli saat 

ini sudah banyak sekali berkembang di dalam lingkungan masyarakat. 

Banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan modal sendiri 

misalnya saja pelaku usaha.  

 Banyak pelaku usaha menjalankan usahanya secara individu atau 

perorangan sebagai peluang usaha mereka. Masyarakat melakukan usaha 

mereka secara individu karena merasa mudah dilakukan oleh mereka tanpa 

keterlibatan perjanjian kerja dari perusahaan. Sehingga, pelaku usaha lebih 

bebas menerapkan perjanjian transaksi jual beli dalam usaha yang mereka 

jalani dengan perjanjian yang mereka terapkan sendiri, misalnya saja pelaku 

usaha yang dilakukan oleh supplier bahan material yang menerapkan praktik 

term of payment (pembayaran jangka waktu) atau yang dapat dikenal dengan 

pembayaran tempo.  

 Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik dibuat 

sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, bertempat 

tinggal, atau menjalankan usaha di negara Republik Indonesia, baik secara 

                                                             
 7 Choiriyah, Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru 

Madrasah Tsanawiyah, 17-18. 
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individu maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan 

usaha di berbagai sektor ekonomi.
8
  

 Pertemuan ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum dikenal dengan 

istilah akad atau perjanjian.
9
 Salah satu aktivitas ekonomi yaitu praktik jual 

beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit dengan sistem 

pembayaran jangka waktu (term of payment) atau pembayaran tempo.  

 Jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (term of payment) atau 

pembayaran tempo di Rumah Sakit Yukum Medical Centre melibatkan pihak 

dari Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh kepala 

prasarana dan supplier bahan material. Jual beli tersebut meliputi bahan-

bahan material yaitu pasir, bata bolong, batu split, dan batu sabes gunung.  

 Rumah Sakit Yukum Medical Centre adalah Rumah Sakit umum milik 

swasta dan merupakan salah satu Rumah Sakit swasta tipe C yang terletak di 

wilayah kabupaten Lampung Tengah.
10

 Saat ini di Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre sedang melakukan penambahan pembangunan gedung 

sehingga memerlukan beberapa bahan material bangunan. 

 Praktik jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (term of 

payment) atau pembayaran tempo pada Rumah Sakit Yukum Medical Centre 

dilakukan secara lisan dan dengan mencatat dibuku supplier sendiri. Dimana 

supplier mengambil bahan-bahan material dari beberapa tempat. Bahan-

bahan material yang telah dipesan oleh supplier kemudian disuplai ke Rumah 

                                                             
 8 Wiwik Sri Widiarty, Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa 

(Depok: PT Komodo Books, 2016), 18. 

 9 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat) 

(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 68-69. 

 10 Profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre.  
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Sakit Yukum Medical Centre dan diserah terima oleh kepala prasarana dari 

perwakilan pihak Rumah Sakit. Setelah bahan material diterima maka 

dterapkannya pembayaran pada jangka waktu yang telah ditentukan pihak 

Rumah Sakit, dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran antara kedua 

belah pihak selama 3 sampai dengan 7 hari.
11

 

 Jual beli yang dilakukan perorangan tentunya ada kendala baik dari pihak 

penjual atau pembeli. Pada praktik jual beli dengan pembayaran jangka waktu 

(term of payment) atau pembayaran tempo yang dilakukan pihak Rumah Sakit 

dan supplier tersebut, dalam penentuan waktu pembayaran barang 

berdasarkan dari pihak Rumah Sakit. Akan tetapi, dalam sistem 

pembayarannya, supplier mengalami masalah atau kendala.  

 Praktik jual beli dengan sistem pembayaran jangka waktu (term of 

payment) atau pembayaran tempo yang dilakukan di Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre mengalami kendala yaitu tidak sesuai dengan perjanjian 

diawal. Di mana pihak Rumah Sakit memesan bahan material ke supplier dan 

kemudian menunggu selama kurang lebih 2 hari barang sampai. Setelah 

barang diterima, lalu kedua belah pihak menerapkan perjanjian dengan 

kesepakatan bersama secara lisan, di mana perjanjiannya itu dalam batas 

waktu selama 3 hari sampai dengan 7 hari. Pada pemesanan diawal masih 

berjalan dengan normal, akan tetapi ketika pemesanan berikutnya melewati 

batas waktu yang telah disepakati yaitu pembayarannya dapat menjadi 

                                                             
 11 Okta Sudarmawan, “Supplier Bahan Material,” Wawancara, Februari 10, 2023. 
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sebulan baru dibayar. Tetap dibayar oleh pihak Rumah Sakit Yukum Medical 

Centre hanya saja waktu pembayaran yang dimundurkan.
12

  

 Permasalahan seperti itu sangat merugikan dan memperlambat supplier 

untuk mengsuplai bahan material ke konsumen lainnya. Sehingga lebih 

sedikit barang yang disuplai dan harus menunggu pembayaran selesai terlebih 

dahulu untuk lebih banyak mengsuplai bahan material. 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

dianggap perlu untuk melakukan penelitian dan membahas lebih jelas 

mengenai praktik term of payment dalam akad jual beli pada pembangunan 

Rumah Sakit dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Term Of Payment dalam Akad Jual Beli Bahan 

Material pada Pembangunan Rumah Sakit.” 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

  Penelitian ini memfokuskan masalah tentang praktik term of payment 

dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre. Subfokus dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana 

praktik term of payment dalam akad jual beli bahan material pada 

pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre serta tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap praktik term of payment dalam akad jual beli bahan 

material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre. 

 

 

                                                             
 12 Okta Sudarmawan, “Supplier Bahan Material,” Wawancara, Februari 10, 2023. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana praktik term of payment dalam akad jual beli bahan material 

pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical 

Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung 

Tengah)? 

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik term of 

payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah 

Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya 

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)? 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui praktik term of payment dalam akad jual beli bahan 

material pada pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre Yukum Jaya Kecamaatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah). 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik term 

of payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah 

Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum Medical Centre Yukum Jaya 

Kecamaatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). 

F. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
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1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman 

pengetahuan dan menjadi sumber informasi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya.a 

2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi 

masyarakat maupun pelaku usaha yang memiliki bisnis terkait dengan jual 

beli bahan material dengan sistem pembayaran jangka waktu atau 

pembayaran tempo yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu: 

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan 

Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo”. Skripsi ini disusun oleh 

Ilham Febriyan Adam (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah 

(Muamalah) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini 

memfokuskan masalah pada praktek jual beli dengan sistem pembayaran 

tempo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli 

dengan sistem pembayaran tempo. Skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian hukum dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis 

penelitian Empiris-Yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah dalam 

praktiknya pemilik toko memberikan syarat pembayarannya jauh lebih 

besar dari pada harga secara tunainya dengan sistem pembayaran harus 

membayar tambahan harga lebih mahal dari harga cash. Berdasarkan 

tinjauan hukum Islam tambahan harga pada jual beli dengan sistem 

pembayaran tempo ini sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Selain itu, 
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dalam praktiknya juga diterapkan tawar-menawar harga, sehingga harga 

yang telah disepakati sesuai dengan kehendak keduanya.
13

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli bahan 

bangunan dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian 

pada praktek jual beli dengan sistem pembayaran tempo dan bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli dengan sistem 

pembayaran tempo. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada praktik 

term of payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan 

Rumah Sakit Yukum Medical Centre. 

2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan 

Sistem Pembayaran Tempo Antara Supplier dengan Pemilik Toko 

Bangunan”. Skripsi ini disusun oleh Linda Ayu Nurjanah (2021) jurusan 

Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah pada sistem 

pembayaran yang dilakukan dengan cara tempo. Skripsi ini menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dari penelitian ini adalah 

jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Toko Bangunan Karya Indah 

Tanjung Senang Bandar Lampung merupakan transaksi jual beli yang 

terjadi antara pedagang dengan supplier dan selama pemesanan barang 

dilakukan secara langsung. Perkiraan biaya modal berdasarkan cara 

pembayaran. Biaya modal yang diberikan lebih murah jika pembayaran 

                                                             
 13 Ilham Febriyan Adam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan Dengan 

Sistem Pembayaran Tempo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020). 
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dilakukan secara tunai, berbeda dengan pembayaran tempo, maka harga 

modal dinaikkan. Menurut pandangan hukum Islam jual beli yang 

dilakukan di Toko Bangunan Karya Indah Tanjung Senang melaksanakan 

transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo yang sah menurut 

hukum dibolehkan karena melekat pada ba’i bitsaman ajil. Pada sistem 

praktiknya pemilik toko harus menyetujui persyaratan-persyaratan yang 

dikenakan oleh distributor, dan kedua belah pihak juga harus sepakat dan 

membuat perjanjian tentang barang yang diperjualbelikan tersebut. Biaya 

modal yang tidak tetap berdasarkan keadaan dan situasi sebagai akibat dari 

mempertahankan persediaan barang agar stabil. 
14

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang praktik jual beli 

bahan material dengan sistem pembayaran tempo. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian 

pada sistem pembayaran yang dilakukan dengan cara tempo. Sedangkan, 

penelitian penulis berfokus pada praktik term of payment dalam akad jual 

beli bahan material pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical 

Centre. 

3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli 

dengan Cara Cash Tempo”. Skripsi ini disusun oleh Sukmawan Andria 

Saputra (2020) jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini memfokuskan masalah 

pada praktik jual beli menggunakan cara cash tempo. Skripsi ini 

                                                             
 14 Linda Ayu Nurjanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran 

Tempo Antara Supplier Bahan Bangunan Dengan Pemilik Toko Bangunan” (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 
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menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan jual beli dengan cara cash 

tempo yang dilangsungkan dengan kekurangan dana yang tidak besar, 

penjual meminta pembeli untuk berkontribusi keuangan dari dana yang 

diperlukan untuk dapat melangsungkan jual beli dengan cara cash tempo, 

yang menjadi kelemahannya pada praktik ini yaitu dalam pembayaran 

dilakukan pada tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk 

kenaikan harga yang termasuk dalam jual beli ini dilakukan semata-mata 

atas kebijaksanaan penjual. Dalam pandangan hukum Islam praktik jual 

beli dengan cara cash tempo pada Toko Bangungan Surya Gemilang 

Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur tidak sah dan tidak 

diperbolehkan. Adanya paksaan dalam jual beli karena syarat jual beli 

tidak ditegakkan, yaitu bukan atas kehendak sendiri. Hal ini karena 

pembeli tidak memiliki daya tawar untuk menetapkan harga.
15

 

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang jual beli bahan 

bangunan dengan cara tempo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis yaitu penelitian ini memfokuskan penelitian pada praktik jual beli 

menggunakan cara cash tempo. Sedangkan, penelitian penulis berfokus 

pada praktik term of payment dalam akad jual beli bahan material pada 

pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre. 

H. Metode Penelitian 

 Peneliti menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut: 

                                                             
 15 Sukmawan Andria Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara 

Cash Tempo” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang dilakukan langsung di lapangan. Penelitian ini 

dilakukan langsung di lapangan, yaitu di lokasi penelitian yang dipilih, 

untuk menilai gejala objektif yang juga dilakukan untuk penulisan 

karya ilmiah.
16

  

b. Sifat Penelitian  

 Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan 

sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Yaitu terdapat upaya-upaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan 

informasi-informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini.
17

 

2. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Data Primer  

 Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden di 

tempat penelitian, yang memiliki keterkaitannya dengan objek yang 

akan diteliti.
18

 Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh 

                                                             
 16 Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 

42. 

 17 Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 10. 

 18 Ibid., 57. 
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kepala prasarana dan supplier yang mengsuplai bahan material yang 

terkait dengan penelitian ini. 

b. Data sekunder  

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan 

atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.
19

 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 

dengan mengumpulkan bahan dari kepustakaan yaitu bersumber dari 

buku-buku, jurnal, internet, dan lainnya yang berkaitan dengan apa 

yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

3. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang paling mengetahui kondisi atau tujuan 

penelitian. Dalam bagian ini peneliti menjelaskan secara rinci siapa saja 

yang menjadi informan penelitian termasuk cara menetapkannya, baik 

untuk wawancara secara mendalam maupun observasi.
20

 Informan dalam 

penelitian ini adalah satu orang supplier bahan material dan pihak Rumah 

Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh satu orang kepala 

prasarana. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

 Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data-data yang 

diperoleh secara terstruktur dengan pengamatan yang menyeluruh, 

                                                             
 19 Ishaq, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2017), 100. 

 20 Julianty Pradono, Panduan Penelitian Dan Pelaporan Penelitian Kualitatif (Jakarta: Lembaga 

Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), 83. 
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kemudian dicatat sesuai dengan gejala yang akan diselidiki.
21

 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat secara langsung ke 

lokasi objek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara langsung, 

nyata dan  apa adanya di lapangan. pengamatan menyeluruh dan 

dokumentasi gejala yang sedang diselidiki 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah diskusi yang memiliki tujuan tertentu dan 

biasanya antara dua orang atau lebih, di mana seorang pewawancara 

mengajukan pertanyaan untuk mengumpulkan sumber data dan 

informasi dengan maksud mempelajari lebih lanjut yang menjadi fokus 

penelitian.
22

 Pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai 

secara langsung kepada supplier bahan material dan pihak Rumah Sakit 

Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh kepala prasarana. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi dengan  

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang.
23

 

Dokumentasi yang digunakan adalah dengan catatan, data-data dan 

gambar-gambar yang berkaitan dengan supplier bahan material dan 

pihak Rumah Sakit Yukum Medical Centre yang diwakilkan oleh 

kepala prasarana. 

 

                                                             
 21 Zuchri Abdussamad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 

147. 
 22 Salim dan Syahrum, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 119-

120. 

 23 Nur Sayidah, Metodelogi Penelitian (Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian) 

(Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 86. 
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5. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 

berikut: 

a. Pemeriksaan Data (editing) 

 Pemeriksaan data adalah prosessdi mana peneliti mengklarifikasi 

atau melengkapi data yang telah diperoleh sepenuhnya, sehingga dapat 

digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam 

penelitian tersebut.
24

 Proses pemeriksaan data ini dengan tujuan 

mengecek kekurangan data yang terdapat pada lapangan. 

b. Sistematika Data (sistemazing) 

 Sistematika data adalah proses menempatkan data menurut 

kerangka sistematika bahasan yang sesuai dengan rumusan masalah.
25

 

6. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dan informasi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti 

untuk ditarik kesimpulan.
26

 Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis menggunakan pola pikir 

induktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data yang diperoleh 

apa adanya di lapangan dari suatu peristiwa khusus yang kemudian 

berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. 

 

                                                             
 24 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 

133. 

 25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

126. 

 26 Salim dan Syahrum, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 144-145. 
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I. Sistematika Pembahasan 

  Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi V bab yang masing-masing 

berisi sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

 Bab I, berupa pendahuluan berisi sub-bab yang membahas penegasan 

judul, latar belakang masalah yang berisi tentang latar belakang yang 

mendasari peneliti untuk melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah terhadap Praktik Term Of Payment dalam Jual Beli Bahan 

Material pada Pembangunan Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Yukum 

Medical Centre Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten 

Lampung Tengah), fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian  dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab II, berupa landasan teori yang membahas mengenai akad yang di 

dalamnya berisi pengertian akad, syarat akad, rukun akad, asas-asas akad, 

macam-macam akad, batal dan sahnya akad dan berakhirnya akad. Dalam bab 

ini yang membahas mengenai transaksi jual beli yang di dalamnya berisi 

pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, 

prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli dan jual beli tempo dalam 

hukum Islam. 

 Bab III, berupa deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai 

gambaran umum profil Rumah Sakit Yukum Medical Centre, gambaran 

umum pembangunan di Rumah Sakit Yukum Medical Centre dan 
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pelaksanaan jual beli bahan material dengan sistem pembayaran term of 

payment pada pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre. 

 Bab IV, berupa analisis penelitian yang membahas tentang praktik term of 

payment dalam akad jual beli bahan material pada pembangunan Rumah 

Sakit Yukum Medical Centre dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

praktik term of payment dalam akad jual beli bahan material pada 

pembangunan Rumah Sakit Yukum Medical Centre. 

 Bab V, berupa penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam 

bab ini, peneliti akan menyimpulkan isi dari skripsi ini dan peneliti akan 

memberikan saran atau rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Akad  

 

1. Pengertian Akad 

Kata akad berasal dari kata al‘aqd, yang berarti mengikat, memperkuat, 

mempererat. Akad secara umum adalah setiap yang mengandung tekad 

seseorang untuk melakukan sesuatu, baik tekad dari satu pihak ataupun 

respon pihak lainnya yang memiliki kehendak sama, dan dapat 

menunjukkan bahwa keinginan kuat untuk melakukan akad. Sedangkan 

secara khusus akad adalah tindakan yang terjadi antara dua belah pihak 

yang menimbulkan pengaruh pada objek akad.
27

 Adapun dalam istilah 

lainnya, akad memiliki arti perikatan ataupun perjanjian, sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah ayat 1, yang berbunyi:  

 
َّ
يُّهَا ال

َ
عُقُوْدِۗ يٰٓا

ْ
وْفُوْا بِال

َ
مَنُوْْٓا ا

ٰ
مْ غَيْرَ  ذِينَْ ا

ُ
يْك

َ
ى عَل

ٰ
ا مَا يُتْل

َّ
نْعَامِ اِل

َ
ا
ْ
مْ بَهِيْمَةُ ال

ُ
ك
َ
تْ ل

َّ
حِل

ُ
ى  ا ِ

 
ل مُحِ

مُ مَا يُرِيْدُ 
ُ
ك َ يَحْ ۗ اِنَّ اللّٰه نْتُمْ حُرُم 

َ
يْدِ وَا  (1)سورة الماۤئدة:  ١الصَّ

  "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan 

bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu 

(keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum 

sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al Ma’idah [5]: 1) 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman yaitu bahwa 

perintah Allah SWT kepada manusia untuk menepati perjanjian-perjanjian 

dalam berakad.
28

  

                                                             
27 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah,” Asas: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2010): 2, http://doi.org/10.24042/asas.v2i2.1626. 

 28 Beni Ahmad Saebani, Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia, 29-30. 
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Adapun beberapa definisi akad secara istilah yaitu: 

a. Ibn abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan 

qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. 

b. Al-Kamal Ibnu Humam, akad adalah hubungan ucapan salah seorang 

melakukan akad. 

c. Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai 

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 

akibat hukum pada objeknya. 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan 

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan 

atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
29

 

2. Syarat Akad 

Adapun beberapa syarat dalam akad yang harus terpenuhi agar akad itu 

sah. Syarat-syarat akad tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Syarat Terjadinya Akad 

 Syarat terjadinya akad ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum 

dan syarat khusus.  

1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat 

umum ada tiga, yaitu:  

a) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada lima rukun akad yaitu, 

shighat, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok 

akad, dan kesepakatan.  

                                                             
29 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 144. 
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b) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur 

khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, 

penipuan, dan penyamaran. 

c) Akad itu harus bermanfaat.  

2) Syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang 

harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam 

akad. 

b. Syarat Sah Akad  

 Secara umum syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang 

disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak 

terpenuhi akad tersebut akan rusak. Adapun syarat lainnya agar 

terhindar dari lima hal kerusakan dalam jual beli, yaitu: kebodohan, 

adanya paksaan, membatasi kepemilikan terhadap suatu barang, adanya 

unsur kemudaratan (al-gharar), dan syarat-syarat jual beli rusak. 

c. Syarat Pelaksanaan Akad  

 Syarat dalam pelaksanaan akad ada dua yaitu kepemilikan dan 

kekuasaan. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:  

1) Adanya kepemilikan terhadap barang untuk mengadakan akad. baik 

secara langsung ataupun perwakilan.  

2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. 

d. Syarat Kepastian Hukum (Luzum Abad)  

 Dasar dalam akad adalah kepastian, dengan syarat kepastian 

hukum dalam jual beli harus terbebas dari segala macam hak khiyar. 
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Jika luzum dengan adanya hak khiyar, maka akad menjadi batal atau 

dikembalikan.
30

 

3. Rukun Akad 

 Rukun akad adalah segala sesuatu baik berupa tindakan, isyarat, atau 

tulisan dengan tujuan untuk mengungkapkan kesepakatan antara dua 

kehendak. Sehingga untuk komponen tambahan yang menjadi dasar akad, 

seperti objek yang diakadkan dan dua pihak yang berakad merupakan 

kezaliman akad yang harus ada dalam membentuk sebuah akad. Karena 

dengan adanya ijab dan qabul memerlukan dua pihak yang berakad.
31

  

  Akad terjadi karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Adapun 

menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad 

itu terdiri dari empat, yaitu: 

a. Para pihak yang membuat akad (al-‘aqidan) 

b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul-‘aqd) 

c. Objek akad (mahalul-‘aqd), dan 

d. Tujuan akad (maudhu’al-‘aqd). 

Dengan demikian, dari masing-masing keempat rukun akad di atas 

harus ada untuk terjadinya akad.
32

 

4. Asas-asas Akad 

                                                             
 30 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 64-66. 
 31 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi) 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 36. 

 32 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), 

96. 
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Istilah asas berasal dari bahasa arab yang memiliki arti dasar atau 

landasan, sedangkan secara istilah adalah nilai-nilai dasar yang menjadi 

bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. 

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari al-qur’an 

dan as-sunnah. Maksudnya agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar 

hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari 

Allah. Adapun asas-asas akad berdasarkan syariat, yaitu: 

a. Asas Ibadah 

Dalam asas ibadah adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan 

merupakan hal prinsip dalam Islam. Suatu perbuatan yang akan bernilai 

ibadah apabila sesuai dengan hukum syara’ yang telah ditetapkan. 

b. Asas Kebebasan Berakad (Hurriyah at-Ta’aqud) 

Asas kebebasan berakad dalam Islam adalah kebebasan yan bersifat 

terikat dengan hukum syara’. Sehingga asas kebebasan berakad akan 

dibenarkan selama syarat-syaratnya tidak bertentangan dengan 

ketentuan prinsip-prinsip syariah.  

c. Asas Persamaan (al-Musawah) 

Muamalah adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan 

sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya 

asas persamaan dalam akad menjelaskan bahwa adanya perilaku saling 

membutuhkan maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk 

mengadakan perikatan karena pada prinsip manusia adalah sama.   
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d. Asas Kesetimbangan (at-Tawwazun) 

Dalam hukum Islam menekankan perlunya berpegang pada asas 

kesetimbangan karena asas kesetimbangan dalam akad terkait dengan 

pembagian hak dan kewajiban. Misalnya, ada hak mendapatkan 

keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai kewajiban 

menanggung risiko.
33

 

e. Asas Kemaslahatan (Mashlahah) 

Tujuan melakukan akad pada hakikatnya adalah untuk mencapai 

kemaslahatan bagi masing-masing pihak karena apabila hukum syara’ 

dilaksanakan maka pastilah tercipta kemaslahatan. Sehingga 

kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudaratan. 

f. Asas kepercayaan (al-Amanah) 

Asas kepercayaan adalah bentuk amanah yang ada karena terdapat 

iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. 

Maksud amanah di sini dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada 

pihak lain untuk melakukan kerjasama. Asas kepercayaan dapat berlaku 

baik dalam akad yang bersfat tijarah maupun tabbarru’. 

g. Asas Keadilan (al-Adalah) 

Asas Keadilan adalah asas yang menempatkan segala hak dan 

kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran dalam hukum syara’ 

karena dalam melakukan akad para pihak harus menerapkan asas 

                                                             
33 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah (Teori Dan Implementasi), 21-23. 
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keadilan di mana dengan berbuat adil sesorang tidak akan berlaku zalim 

terhadap yang lain.  

h. Asas Keridhaan (al-Ridla) 

Dalam melakukan transaksi harus berdasarkan keridhaan di antara 

para pihak karena apabila dalam melakukan transaksi tidak terpenuhi 

asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. 

i. Asas Tertulis (al-Kitabah) 

Akad merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Akan tetapi 

perlu dipahami bahwa dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku 

dalam hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad 

muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang). 

j. Asas Kejujuran (ash-Shiddiq) 

Dalam asas ini apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak 

diamalkan, maka akan merusak keridhaan. Selain itu sikap tidak jujur 

dalam melakukan akad akan berakibat perselisihan di antara para pihak.  

k. Asas Iktikad Baik 

Dalam melaksanakan akad harus dengan iktikad baik. Adanya 

iktikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah 

diniatkan pada saat akad. Dalam Islam niat merupakan prinsip 

mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum melakukan suatu 

amal perbuatan.
34

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, asas-asas akad yaitu: 

                                                             
34 Ibid., 23-28. 
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a. Ikhtiyari/sukarela, setiap akad dilakukan atas dasar kehendak dari para 

pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak 

ataupun pihak lainnya. 

b. Amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak 

sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan 

pada saat yang sama terhindar dari cidera ataupun janji. 

c. Ikhtiyati/kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan 

yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.  

d. Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan arah tujuan yang 

jelas dan dilaksanakan secara cermat sehingga terhindar dari praktik 

spekulasi atau maisir.  

e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak agar tercegah dari praktik kecurangan yang 

merugikan salah satu pihak. 

f. Taswiyah/kesetaraan, para pihak dalam setiap akad mempunyai 

kedudukan yang setara, hak dan kewajiban yang seimbang.  

g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban 

dari para pihak secara jelas tanpa ada yang ditutupi.  

h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para 

pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang 

bersangkutan.  
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i. Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya 

sesuai dengan kesepakatan.  

j. Iktikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, 

tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.  

k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak ada larangan 

dalam hukum dan tidak haram.
35

 

5. Macam-macam Akad 

Jika dilihat dari beberapa sudut pandang berbeda, akad dibedakan 

dalam berbagai penggolongan, yaitu: 

a. Dilihat dari keabsahannya 

1) Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, akad disepakati dalam perjanjian, tidak adanya unsur 

khilaf (ghalat), tidak dilakukan di bawah paksaan (ikarah), dan 

tidak adanya tipuan (taghrir/gharar). 

2) Akad yang fasad adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya tetapi terdapat hal lain yang merusak akad, karena 

pertimbangan maslahat. 

3) Akad yang batal adalah akad yang tidak memenuhi atau kurangnya 

rukun dan syarat-syaratnya.
36

   

b. Dilihat dari segi sifat mengikatnya  

                                                             
35 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 149. 
36 Ibid., 155. 
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1) Akad yang mengikat secara pasti (lazim) adalah akad yang masing-

masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa 

persetujuan pihak lain.. 

2) Akad yang mengikat secara tidak pasti (ghairu lazim) adalah akad 

yang masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa 

persetujuan pihak lain.     

c. Dilihat dari bentuknya 

1) Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dilakukan secara lisan dan 

biasanya terjadi pada akad yang sederhana. Misalanya jual beli 

untuk kebutuhan sehari-hari. 

2) Akad tertulis, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis dan 

biasanya untu akad-akad yang menyangkut kepentingan umum. 

Misalnya akad wakaf. 

d. Dilihat dari motif yang mendasarinya 

1) Akad tabarru’ adalah akad yang tidak bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan (laba). 

2) Akad mu’awadah atau akad tijarah adalah akad yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan (laba).  

e. Dilihat dari segi waktunya atau hubungan hukum dan shighat-nya 

1) Akad munjaz adalah akad yang mempunyai akibat hukum seketika 

setelah terjadinya ijab dan qabul, dan akad ini tidak digantungkan 

pada  syarat waktu yang akan datang sehingga akad dianggap telah 

selesai. 
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2) Akad mudhaf ‘ilaal mustaqbal adalah akad yang disandarkan pada 

waktu yang akan datang. Jika akad ini tidak dilaksanakan segera 

maka ada dua kemungkinan yaitu bersandar pada waktu mendatang 

atau bergantung adanya syarat. 

3) Akad mu’allaq adalah akad terjadi dengan bergantungnya pada 

syarat tertentu dan syarat tersebut terpenuhi. 

f. Dilihat dari dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakannya 

1) Akad nafidz adalah akad yang dikeluarkan oleh orang yang 

memiliki kuasa baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, 

dan diakadkan oleh orang yang mendapat perwalian dari seseorang 

secara sah. 

2) Akad mauquf adalah akad yang dikeluarkan oleh pihak yang 

memiliki kemampuan untuk berakad, tetapi tidak memilki 

wewenang untuk melakukannya, seperti akad dari anak kecil yang 

mumayyiz.
37

 

g. Dilihat dari segi penamaannya 

1) Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh 

pembuat hukum dan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku 

dalam akad ini,  akan tetapi tidak berlaku terhadap akad lain.
38

 

2) Akad tidak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus 

dan tidak ada pengaturan tersendiri dalam akad ini, akan tetapi di 

dalam akad ini berlakunya ketentuan-ketentuan umum akad. 

                                                             
37 Ibid., 160-164. 
38Syaiful Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), 

76. 



29 
 

 
 

h. Dilihat dari kedudukannya 

1) Akad pokok adalah akad yang yang keberadaannya berdiri sendiri, 

sehingga akad ini tidak tergantung kepada suatu hal lain. 

2) Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, 

melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada 

dan tidaknya, atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. 

i. Dilihat dari segi unsur temponya 

1) Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur 

waktu yang merupakan unsur asasi. Dalam artian unsur waktu 

merupakan bagian dari isi perjanjian. 

2) Akad tidak bertempo adalah akad yang di dalamnya tidak terdapat 

unsur waktu karena waktu bukan merupakan bagian dari isi 

perjanjian dalam akad ini. 

j. Dilihat dari segi formalitasnya 

1) Akad konsensual adalah akad yang hanya cukup berdasarkan pada 

kesepakatan para pihak saja tanpa diperlukannya peraturan-

peraturan tertentu, walaupun terkadang akad ini dipersyaratkan 

adanya aturan tertentu. Seperti halnya harus tertulis dan tidak 

menghalangi keabsahan dalam akad tersebut. 

2) Akad formalistik adalah akad yang berdasarkan syarat dan aturan 

yang ditentukan oleh pembuat hukum. Jika syarat-syarat tersebut 

tidak terpenuhi, maka akad tidak sah. 
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3) Akad riil adalah akad yang diharuskan adanya penyerahan tunai 

objek akad, di mana akad tersebut belum dilaksanakan dan belum 

menimbulkan akibat hukum.  

k. Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarangnya oleh syara’   

1) Akad masyru’ adalah akad yang tidak dilarang dalam hukum Islam 

untuk dibuat, dan tidak ada larangan untuk menutupnya. 

2) Akad terlarang adalah akad yang dilarang dalam hukum Islam 

untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak di 

bawah umur, dan lain-lain.
39

 

l. Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda 

1) Akad tanggungan adalah akad yang memindahkan tanggungan 

risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima. Sehingga 

terjadinya pengaruh dari pelaksanaan akad tersebut, dan kerusakan 

barang yang telah diterima melalui akad berada dalam tanggungan 

dari pihak penerima meskipun dalam keadaan memaksa.  

2) Akad kepercayaan adalah akad di mana penerima barang 

memegang kepercayaan atas barang yang dialihkan melalui akad, 

sehingga ia tidak berkewajiban menanggung risiko atas barang 

tersebut, kecuali ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. 

3) Akad bersifat ganda adalah gabungan dari akad tanggungan dan 

akad kepercayaan.
40

 

 

                                                             
39 Ibid, 76-79. 
40 Ibid., 82. 
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6. Batal dan Sahnya Akad 

Suatu akad tidak akan cukup hanya ada secara faktual, tetapi 

keberadaannya juga harus sah secara syar’i, agar akad tersebut dapat 

mewujudkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang 

berakad. Untuk itu akad harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam 

akad, sebagaimana yang disebutkan di atas.
41

 

Di mana syarat-syarat dalam akad itu ada empat, yaitu syarat-syarat 

terbentuknya akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat berlakunya 

akibat hukum akad, dan syarat-syarat mengikatnya akad. Selanjutnya, 

adapun rukun-rukun dalam akad, meliputi empat macam dalam doktrin 

hukum Islam kontemporer, yaitu para pihak yang membuat akad, 

pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. 

Dengan demikian, masing-masing rukun ini memerlukan syarat-syarat 

agar rukun tersebut dapat membentuk akad yang kemudian disebut syarat-

syarat terbentuknya akad, yang meliputi delapan macam, yaitu:  

a. Tamyiz (berakal). 

b. Para pihak yang membuat akad. 

c. Ijab dan kabul. 

d. Kesatuan majlis akad. 

e. Dapat diserahkan. 

f. Dapat ditentukan. 

g. Dapat diperdagangkan. 

                                                             
41 Ibid., 242. 
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h. Tidak bertentangan dengan syara’. 

Hanya saja, dengan terpenuhinya rukun-rukun akad dan syarat-syarat 

akad di atas, belum dapat dikatakan menjadi sah. Meskipun sudah 

terbentuk, namun harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya 

akad, yaitu bebas dari gharar, bebas dari kerugian yang menyertai 

penyerahan, bebas dari syarat-syarat fasid, dan bebas dari riba.
42

 

Akad yang sah ada kemungkinannya tidak dapat dilaksanakan akibat 

hukumnya karena tidak terpenuhinya beberapa syarat berlakunya akibat 

hukum akad, yaitu: 

a. Adanya kewenangan atas objek. 

b. Adanya kewenangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan. 

Meskipun syarat akad ini juga telah terpenuhi, kemungkinan masih ada 

hak salah satu pihak untuk membatalkan akad secara sepihak karena sifat 

akad itu sendiri atau adanya beberapa jenis khiyar yang dimiliki oleh salah 

satu pihak. Apabila akad bebas dari adanya hak salah satu pihak untuk 

membatalkan akad secara sepihak, maka hal tersebut merupakan akad 

yang sah dan menimulkan akibat hukum, sehingga akibat hukum itu telah 

dapat dilaksanakan. 

Dengan demikian, akad menjadi sah apabila rukun dan syarat akad 

tersebut telah terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat akad tidak 

terpenuhi. Akan tetapi, kalau dilihat dari syarat-syarat akad itu beragam, 

                                                             
42Ibid., 242-243. 
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maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan 

sejauh mana rukun dan syarat-syarat akad itu terpenuhi.
43

 

7. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut tidak mempunyai 

tenggang waktu. 

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut 

sifatnya tidak mengikat.  

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika: 

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan 

salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, 

2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat, 

3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara 

sempurna, 

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
44

 

Menurut Asep Saifuddin Jahar akad dapat batal sebelum dilaksanakan. 

Ada beberapa sebab pembatalan penawaran (ijab) yaitu: 

1) Pembatalan terjadi pada saat penawaran (ijab). Menurut para ulama 

yang didukung oleh Hanafi, bahwa penawaran dapat dibatalkan 

sebelum terjadinya penerimaan (qabul) oleh pihak kedua. Hal ini 

                                                             
43 Ibid. 
44 Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika 

Kontemporer) (Yogyakarta: K-Media, 2020), 41. 
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dibolehkan karena pihak yang akan menerima belum melakukan 

perjanjian. 

2) Kematian salah satu pihak atau hilangnya kemampuan.  

3) Penolakan penawaran yang dilakukan dengan ucapan ataupun 

tiindakan. 

4) Berakhirnya tempat perjanjian. Penawaran dapat dibatalkan karena 

berakhirnya waktu perjanjian sebelum adanya penerimaan dari 

pihak kedua. 

5) Adanya kerusakan pada barang yang akan diakadkan baik sebagian 

ataupun seluruhnya.
45

 

B. Jual Beli  

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli dalam bahasa arab (Al-ba’i) artinya menjual, mengganti atau 

menukarkan. Jual beli adalah pelepasan hak milik dengan mendapatkan 

ganti rugi berupa uang, barang, jasa dengan jasa, atau memindahkan hak 

milik untuk mendapatkan imbalan atas dasar suka sama suka atau kerelaan 

dari kedua belah pihak. Jual beli menurut syariat adalah pertukaran harta 

atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang 

dapat dibenarkan yaitu alat tukar yang sah.
46

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli 

antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang. 

Sedangkan menurut Sayid Sabiq pengertian jual beli adalah tukar-menukar 

                                                             
45 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam., 153. 
46 Kumedi Ja’far, “Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI),” Asas: 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 01 (2019): 2, http://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048. 
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harta dengan jalan suka sama suka (an-taradhin), atau memindahkan 

kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar 

syariah.
47

  

Adapun beberapa pengertian jual beli dalam istilah syara’ menurut para 

ulama mazhab, yaitu: 

a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli memiliki dua pengertian yaitu 

secara umum dan khusus.  

1) Secara umum jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta 

menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. 

2) Secara khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata 

uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang 

dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. 

b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli memiliki dua pengertian yaitu 

secara umum dan khusus. 

1) Secara umum jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) atas 

selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. 

2) Secara khusus jual beli adalah akad mu’awadhah (timbal balik) 

atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 

bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan 

perak, objeknya jelas dan bukan utang. 

c. Mazhab Syafi’i mendefinisikan jual beli yaitu suatu akad yang 

mengandung tukar-menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan 

                                                             
47 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 167. 
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nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk 

waktu selamanya. 

d. Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli yaitu tukar-menukar harta 

dengan harta atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat 

yang mubah untuk waktu yang selamanya, bukan riba dan bukan 

utang.
48

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang didefinisikan para ulama 

bahwa, walaupun terdapat perbedaan akan tetapi semua penjelasan di atas 

menjadi satu kesimpulan bahwa jual beli adalah perpindahan kepemilikan 

dari penjual ke pembeli tanpa batasan waktu. Perpindahan ini terjadi 

dengan pengganti yang dianggap senilai dari pembeli kepada penjual. 

Akad ini juga terlaksana dengan adanya kerelaan dari setiap pihak.
49

 

Pertukaran harta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar 

saling rela itulah yang dimaksud dengan jual beli sebagaimana dipahami 

dalam syariat. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat 

dibenarkan seperti alat tukar yang sah. Dengan demikian jual beli adalah 

pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang 

diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.
50

 

 

 

                                                             
48 Subairi, Fiqh Muamalah (Madura: FEBI IAIN Madura, 2021), 61-63.    
49 Rahmat Hidayat, Pengantar Fikih Muamalah (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), 28. 
50 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta Timur: Sinar rafika, 

2014), 139. 
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2. Dasar Hukum Jual Beli 

Jual beli sebagai bagian dari muamalah memiliki dasar hukum yang 

jelas dalam Islam. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar untuk 

bermuamalah saja, namun menjadi salah satu media untuk melakukan 

kegiatan saling tolong-menolong sesama manusia. Terdapat beberapa ayat 

Al-Qur’an yang menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan 

jual beli, yaitu:  

a. QS. Al-Baqarah ayat 275 

ۗ ذٰ  مَس ِ
ْ
يْطٰنُ مِنَ ال طُهُ الشَّ ذِيْ يَتَخَبَّ

َّ
مَا يَقُوْمُ ال

َ
ا ك

َّ
ا يَقُوْمُوْنَ اِل

َ
بٰوا ل وْنَ الر ِ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ذِينَْ يَأ

َّ
ل
َ
لِ ََ ا

وْْٓ
ُ
نَّهُمْ قَال

َ
نْ بِا ۗ فَمَنْ جَاءَۤهٗ مَوْعِظَة  م ِ بٰوا مَ الر ِ بَيْعَ وَحَرَّ

ْ
ُ ال  اللّٰه

َّ
حَل

َ
ۘ وَا بٰوا  الر ِ

ُ
بَيْعُ مِثْل

ْ
ا اِنَّمَا ال

صْحٰبُ النَّارِۚ  هُمْ فِيْهَ 
َ
ٰۤىِٕ ََ ا ول

ُ
ۗ  وَمَنْ عَادَ فَا ِ ى اللّٰه

َ
مْرُهْٗٓ اِل

َ
فَۗ وَا

َ
هٗ مَا سَل

َ
هٖ فَانْتَهٰى فَل ِ

ب  ا رَّ

 (275البقرة:  سورة) ٢٧٥نَ خٰلِدُوْ 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Barang siap yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya 

dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, 

maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”  (Q.S. 

Al Baqarah [2] 275) 

 

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah SWT 

menyampaikan kepada hamba-hambaNya melalui ayat tersebut yaitu telah 

menghalalkan praktik jual beli, akan tetapi melarang praktik jual beli yang 

memiliki unsur riba. 

 

 



38 
 

 
 

b. QS. An-Nisa’ ayat 29 

ارَةً  وْنَ تِجَ
ُ
نْ تَك

َ
آْ ا

َّ
بَاطِلِ اِل

ْ
مْ بِال

ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وْْٓا ا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
ا تَأ

َ
مَنُوْا ل

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
مْۗ  عَنْ تَرَاض   يٰٓا

ُ
نْك  م ِ

انَ 
َ
َ ك مْۗ  اِنَّ اللّٰه

ُ
نْفُسَك

َ
وْْٓا ا

ُ
ا تَقْتُل

َ
مْ رَحِيْمًا وَل

ُ
     (29النساءۤ:  سورة)٢٩بِك

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah 

Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’ [4] 29) 

 

Allah SWT menegaskan kepada seluruh umat Islam untuk tidak 

melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Namun, 

harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan 

antara penjual dan pembeli.
51

 

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan  

Hakim yang berbunyi,  

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَي  الْكَسْبِ أَطْيَبُ  ؟ قَالَ  :عَمَلُ الرَّجُلِ بيَِدِهِ وكَُل   الله صَلَّى   سُئِلَ  رَسُوْل 

  
52( والحا كم رواه البزار ) بَ يْعٍ مَبْ رُوْر   

“Rasulullah  SAW., bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat 

mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab 

pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap 

jual beli yang diberkati”. (H.R. Al-Bazzar dan Hakim) 

 

Berdasarkan hadist di atas dapat diambil pemahaman bahwa jual beli 

yang jujur adalah jual beli tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, karena 

akan mendapat berkat dari Allah SWT. 

Sebagaimana hadist berikut yang menjelaskan tentang jual beli yaitu 

yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Majjah yang berbunyi, 

                                                             
 51 Muhammad Nasib Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1 (Jakarta: 

Gema Insani, 2012), 524. 
52 Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam,  Penerjemahan Achmad 

Sunarto, Cetakan Petama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 303. 
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53
اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ  (رواه التر مز ى)    وَإِنََّّ

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridai” (Baihaqi dan Ibnu 

Majjah)  

 

3. Rukun Jual Beli  

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk 

akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli) 

b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli 

c. Shigat (Ijab qabul). 

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun tersebut. Jika 

salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan jual beli. Dengan demikian, dari paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga 

yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual, nilai tukar sebagai alat 

membeli, dan ijab qabul atau serah terima.
54

 

4. Syarat Jual Beli 

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat yaitu syarat terpenuhinya 

akad (al-iqad), syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad (nafadz), dan 

syarat luzum. Adapun syarat jual beli yang ditetapkan oleh ulama Hanafi 

sebagai berikut:  

a. Syarat terpenuhinya akad (in ‘iqad) 

1) Syarat akad jual beli berdasarkan subjeknya  

                                                             
53  Muhammad Nashiruddin Al-albani, Shahih Sunan Ibnu Majah , Penerjemahan Iqbah Mukhlis, 

Cetakan 2 , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 5/125. 

 54 Syaikhu, Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer), 51-52. 
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a) Berakal atau mumayyiz 

b) Pihak harus lebih dari satu dalam berakad, setidaknya dilakukan 

dua orang yaitu pihak yang membeli dan yang menjual. 

2) Syarat akad jual beli berdasarkan objeknya 

Adapun Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat 

objek yang diperbolehkan dalam jual beli, yaitu: 

a) Barang harus sudah ada. 

b) Dapat diserahterimakan. 

c) Berupa barang yang memiliki nilai dan harga tertentu. 

d) Barang harus halal. 

e) Barang harus diketahui oleh pembeli. 

f) Kekhususan barang yang harus diketahui. 

g) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang jika 

barang itu ada di tempat jual beli. 

h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli 

tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu 

akad.
55

 

3) Syarat akad jual beli berdasarkan ijab qabul  

a) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, 

berakal/mumayyiz, sehingga kedua belah pihak tahu hak dan 

kewajibannya. 

b) Ijab dan qabul harus sesuai. 

                                                             
55 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 169. 
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c) Ijab dan qabul harus dilakukan bersamaan. 

b. Syarat pelaksanaan jual beli (nafadz) 

1) Kepemilikan orang yang berakad dan memiliki kewenangan dalam 

berakad. 

2) Benda tidak bersangkutan dengan milik orang lain. 

c. Syarat sahnya akad jual beli 

1) Syarat umum 

a) Barang dan harga sudah disepakati. 

b) Tidak boleh bersifat sementara (muaqqat). 

c) Harus membawa manfaat dalam berakad. 

d) Tidak ada syarat yang merusak dalam berakad.  

2) Syarat khusus 

a) Barang harus dapat segera diserahkan karena dikhawatirkan 

dapat rusak. 

b)  Harga awal harus diketahui. 

c) Barang maupun harga penggantinya harus sesuai. 

d) Terpenuhinya syarat penerimaan. 

3) Syarat tambahan 

Setelah syarat terbentuknya akad di atas terpenuhi, adapun 

syarat tambahan yang dapat menentukan sahnya sebuah akad, 

yaitu:  

a) Tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli. 
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b) Serah terima barang yang diperjualbelikan tidak mengakibatkan 

bahaya. 

c) Bebas dari penipuan (gharar). 

d) Bebas dari riba. 

Syarat-syarat di atas menentukan sah tidaknya akad jual beli, 

maka pada saat akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut akad 

tidak sah, meskipun rukun dan syaratnya terpenuhi. Akad ini 

dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad 

fasid merupakan akad yang menurut syara’ sah pokoknya, tetapi 

tidak sah sifatnya. 

d. Syarat mengikat dalam akad jual beli (luzum) 

 Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana 

disebutkan di atas, belum tentu membuat akad itu mengikat para pihak 

yang berakad, adapun syaratnya yaitu: 

1) Terbebas dari syarat yang tidak mengikat para pihak yang berakad. 

2) Terbebas dari khiyar (pilihan).
56

  

4. Prinsip-prinsip jual Beli 

 Adapun beberapa prinsip-prinsip dalam jual beli, yaitu: 

a. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan merupakan aturan paling utama dalam semua aspek 

perekonomian. Salah satu sifat prinsip keadilan ini adalah tidak 

                                                             
56 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 27-30. 
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memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak adanya 

monopoli, dan tidak adanya permainan harga.  

b. Suka Sama Suka 

Prinsip suka sama suka merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, di 

mana asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah harus 

berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti 

kerelaan dalam mengerjakannya, maupun kerelaan dalam menerima 

atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam muamalah. 

c. Bersikap Benar, Amanah, dan Jujur 

1) Sikap benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada 

Nabi. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun 

pembeli, dengan bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan 

barang yang diperdagangkan maka kedua belah pihak mendapatkan 

berkah dari jual belinya. Akan tetapi sebaliknya, ketika kedua belah 

pihak saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong agar 

mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli tersebut. 

2) Sikap amanah merupakan mengembalikan hak apa saja kepada 

pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak 

meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga ataupun upah. 

3) Sikap jujur ini merupakan agar orang lain mendapatkan kebaikan 

dan kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan para pihak dalam 

melakukan transaksi yaitu menginginkan dengan untuk 
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menjelaskan cacatnya barang dagang yang ingin diketahui dan 

yang tidak terlihat oleh pembeli. 

d. Tidak Mubazir (Boros) 

Dalam Islam bersikap mubazir ini tidak dianjurkan karena Islam 

mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana. Dengan kata lain 

Islam juga mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya 

untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya serta 

menafkahkannya dijalan Allah.
57

 

5. Macam-macam Jual Beli 

Mengulas berbagai macam jual beli dari berbagai sudut pandang. 

Secara hukumnya, ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang sah dan 

batal menurut hukum, ditinjau dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual 

beli. 

a. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

1) Jual beli Benda yang Kelihatan 

Jual beli benda yang kelihatan adalah benda atau barang yang 

diperjualbelikan berada di hadapan penjual dan pembeli pada saat 

akad jual beli. Hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan banyak 

pihak dan dapat diterima, seperti membeli di beras. 

 

 

                                                             
57 Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Malang: UIN 

Maliki Malang Press, 2018), 34-35. 
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2) Jual Beli yang Disebutkan Sifat-sifatnya dalam Janji 

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah 

jual beli salam (pesanan). Jual beli salam diartikan sebagai jual beli 

yang tidak tunai menurut kebiasaan para pedagang. Pada awalnya 

jual beli salam meminjamkan barang atau sesuatu yang setara 

dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang 

penyerahan barang ditunda untuk waktu yang telah ditentukan, 

dengan imbalan harga yang telah disepakati pada saat akad. 

3) Jual Beli Benda yang Tidak Ada   

Jual beli benda yang tidak ada adalah jual beli yang tidak dapat 

dilihat dan dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu. 

Sehingga ditakutkan barang tersebut diperoleh dari curian maupun 

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari 

salah satu  pihak. 

b. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga 

macam yaitu: 

1) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Lisan 

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang. isyarat adalah cara alami untuk 

mengungkapkan keinginan, isyarat digunakan sebagai pengganti 

ucapan bagi orang bisu. Hal yang dipandang dalam akad adalah 

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan 

peryataan.. 
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2) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Perantara 

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, 

atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan. 

Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak 

berhadapan dalam akad yang sama melalui Pos dan Giro.  

3) Akad Jual Beli yang Dilakukan dengan Perbuatan 

Jual beli dengan perbuatan dikenal dengan istilah mu’athah 

yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, 

seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label 

harganya, dan pembeli kemudian menyerahkan pembayaran kepada 

penjual.
58

 

c. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya  

1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai, dan khamar. 

2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba 

jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. 

3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. 

Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak 

tampak. 

4) Jual beli dengan muhaqallah, adalah menjual tanam-tanaman yang 

masih di ladang atau di sawah. Jual beli ini dilarang agama sebab 

ada persangkaan riba di dalamnya. 

                                                             
 58 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 75-78. 



47 
 

 
 

5) Jual beli dengan mukhadharah, menjual buah-buahan yang belum 

pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, 

mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Jual beli ini 

dilarang karena barang tersebut masih samar. 

6) Jual beli dengan muammassah, yaitu jual beli dengan cara 

menyentuh, misalnya jika seseorang menyentuh sehelai kain 

dengan tangannya, dianggap orang yang menyentuh telah membeli 

kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan akan 

menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. 

7) Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara melempar. 

Setelah adanya lempar-melempar, maka terjadinya jual beli. Hal ini 

juga dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan 

kabul. 

8) Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah 

dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan 

bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga 

aka merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh 

Rasulullah Saw. 

9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. 

10) Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli ini hampir sama 

dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja dalam 

jual beli ini dianggap sebagai syarat. 
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11) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada 

kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih 

di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus 

tetapi di bawahnya jelek.  

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti 

seseorang menjual sesuatu dari benda yang kemudian, salah satu 

bagian benda tersebut ada yang dikecualikan. 

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini 

menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan 

pembeli.
59

 

d. Jual beli yang dilarang oleh agama, sah hukumnya, tetapi orang yang 

melakukannya mendapat dosa.  

1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk 

membeli barang-barang dengan harga yang sangat murah sebelum 

mereka tahu harga pasaran, kemudian di jual dengan harga yang 

sangat tinggi. Namun, jual beli dengan cara ini dapat diterima jika 

penduduk setempat mengetahui harga pasaran.  

2) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Hal ini 

dilarang karena akan menyakitkan orang lain. 

3) Jual beli dengan najasyi, adalah pihak yang menaikkan atau 

melebihi harga barang yang diminta pihak lain. Dengan tujuan agar 

membeli barang tersebut. 

                                                             
 59 Ibid., 78-81. 
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4) Menjual di atas penjualan orang lain.
60

   

6. Jual Beli Tempo dalam Hukum Islam 

Jual beli tempo (ba’i bitsaman al ajil) secara harfiyah, yaitu bai’ 

maknanya adalah jual beli atau transaksi. Tsaman maknanya adalah harga 

dan ajil maknanya adalah bertempo atau tidak tunai. Jual beli tempo dapat 

dikatakan jual beli secara bertahap atau ditangguhkan.  

Jual beli tempo ketika harga dan barang telah disepakati sejak awal, 

maka akadnya halal atau sah. Namun, jika harga tidak ditentukan sejak 

awal melakukan transaksi, dan kemungkinan berjalannya waktu ada 

perubahan harga, maka akad tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga harus 

ditetapkan sejak awal akad agar tidak adanya perubahan waktu 

pembayaran. Jenis transaksi jual beli tempo ini dalam Islam memiliki 

keuntungan, keringanan, dan kemudahan. Hal ini dikarenakan, tidak semua 

pembeli dapat membeli keinginannya secara tunai atau langsung lunas.  

Penjual biasanya berusaha untuk membuat barangnya segera laku, 

karena jika barang tidak laku, maka kerugian akan ditanggung penjual. 

Sehingga agar tidak mengalami kerugian penjual akan melakukan 

transaksi dengan cara menjual barang secepatnya, walaupun 

pembayarannya dengan waktu/tempo yang telah ditentukan. Jual beli 

tempo memungkinkan terjadinya kesalahpahaman dan melanggar hukum 

fikih, ketika kurangnya memahami prinsip syariah.
61

 

 

                                                             
 60 Ibid., 82-83. 
61 Besse Ruhaya Sabir U, M. Yusuf, Rauf Amin, Modul Ariyah, Jual Beli, Khiyar, Riba (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, 2019), 25-28. 
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Jual beli tergolong dalam kegiatan muamalah yang ada pada ajaran 

agama Islam. Di mana dasar muamalah adalah al-ibadah (boleh) selagi 

tidak ada dalil yang melarangnya dan suatu akad menjadi sah apabila 

terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan syarat dalam jual beli tempo 

yang paling utama adalah jangka waktu yang sudah ditetapkan.
62

 Dalam 

hukum ekonomi Islam pada transaksi jual beli secara berjangka waktu atau 

tempo ini terdapat ayat yang menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 

yang berbunyi: 

يُؤَد ِ 
ْ
مْ بَعْضًا فَل

ُ
مِنَ بَعْضُك

َ
ۗ فَاِنْ ا قْبُوْضَة  اتِبًا فَرِهٰن  مَّ

َ
دُوْا ك جِ

َ
مْ ت

َ
ل ى سَفَر  وَّ

ٰ
نْتُمْ عَل

ُ
ذِى وَاِنْ ك

َّ
ال

َ رَبَّهٗۗ  يَتَّقِ اللّٰه
ْ
مَانَتَهٗ وَل

َ
ُ بِمَا  اؤْتُمِنَ ا بُهٗۗ  وَاللّٰه

ْ
ثِم  قَل

ٰ
تُمْهَا فَاِنَّهْٗٓ ا

ْ
ۗ وَمَنْ يَّك هَادَةَ تُمُوا الشَّ

ْ
ا تَك

َ
وَل

وْنَ عَلِيْم  
ُ
 (283البقرة:  سورة) ٢٨٣ࣖ تَعْمَل

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermumalah tidak secara tunai) 

sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu 

memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, 

Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan 

barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

(Q.S. Al Baqarah [2]: 283) 

 

Firman Allah SWT tersebut merupakan bukti bahwa dalam melakukan 

jual beli tidak secara tunai maka diharuskan menuliskannya dan 

menjelaskannya disertai keterangan saksi. Namun, apabila tidak ada saksi 

diperlukan adanya jaminan, akan tetapi jika di antara kedua belah pihak 

                                                             
 62 Sukrianti, dan Hadi Daeng Mapuna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi 

Jual Beli pada Online Marketplace Shopee” El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2022): 

77–87, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/29685. 
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adanya saling percaya maka diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual 

beli dengan jujur dan amanah.
63

 

Adapun hadist yang membahas jual beli, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas 

yang berbunyi, 

نَةَ وَالسَّنَ تَ يِْْ ف َ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يسُْلِفُونَ فِِ الثِ مَارِ السَّ قَالَ : مَنْ قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى   
رواه ابن عبا س)64   (أَسْلَفَ فِِ تََرٍْ  فَ لْيُسْلِفْ فِِ كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلََ أَجَلٍ مَعْلُومٍ 

“Ketika Nabi SAW., tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk 

Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun 

dan tiga tahun, maka beliau bersabda, “barangsiapa yang memesan 

sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah 

diketahui (oleh kedua belah pihak) dan dalam timbangan yang telah 

diketahui (oleh kedua belah pihak), serta hingga tempo yang telah 

diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.” (H.R. Ibnu Abbas) 

 

Berdasarkan hadist di atas bahwa diperbolehkannya jual beli dengan 

tempo waktu, dengan kata lain waktunya harus sudah diketahui dan sesuai 

dengan perjanjian antara kedua belah pihak. 

Jual Beli adalah suatu perjanjian yang mengacu pada kesepakatan 

antara dua orang untuk bertukar barang atau barang yang berharga secara 

sukarela, satu pihak memperoleh barang dan pihak lain menerima sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.
65

 

Dalam jual beli tentunya terdapat berbagai jenis sistem pembayaran salah 

satu dengan sistem pembayaran tempo atau pembayaran dengan jangka 

waktu yang telah disepakati. 

 

                                                             
63 Syaikhu, Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer), 57-59. 
64 Maktabah Syamilah, Shahih Muslim, Bab “bai Salam,” jilid 9, hadis nomor 3010, 309. 

 65 Choiriyah, Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru 

Madrasah Tsanawiyah, 17-18. 
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Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu 

yang merupakan unsur asasi. Dalam artian unsur waktu merupakan bagian 

dari isi perjanjian. Yang termasuk dalam kategori ini misalnya, akad jual 

beli, akad sewa-menyewa, akad penitipan, akad pinjam pakai, akad 

pemberian kuasa, dan lain-lain.
66

 

Ruang lingkup ekonomi dan muamalah mengalami kemajuan yang 

sangat pesat dalam pelaksanaan jual beli, di mana sekarang sudah 

berkembang dalam hal pembayarannya. Transaksi atau pembayaran yang 

sekarang berkembang bukan hanya tunai tetapi ada juga pembayaran 

dengan kredit.
67

  

Terdapat dua jenis jual beli dari segi pembayarannya, yaitu: 

a. Jual beli secara tunai adalah jual beli di mana barang yang diberikan 

secara langsung dan tidak adanya tempo.  

b. Jual beli secara kredit adalah jual beli di mana dalam sistemnya dengan 

cara menyerahkan barangnya terlebih dahulu, lalu melunasi barangnya 

langsung seluruhnya dilunaskan ataupun separuh harga, tetapi harus 

sesuai dengan tempo yang telah ditentukan dan sesuai dengan 

perjanjian diawal agar tidak ada pihak yang dirugikan.
68

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa peneliti akan menggunakan teori akad bertempo dalam 

                                                             
 66 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat), 

77. 
 67 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 300-301. 

 68 Piska Sintia Pebiolinda dan Sri Wigati, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli 

Hampers Di Magetan,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin 5, no. 1 (2022): 1–14, 

http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index. 
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praktik jual beli dengan memperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat 

sahnya yang tidak bertentangan dalam hukum ekonomi syariah.  
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